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6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);  

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 4079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian 
Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4737); 

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk 
Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 08/Permentan/SR-140/2/2007  
tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007  
tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik 
Lokasi; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor: 7/M-DAG/PER/2/2007; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 28/Permentan/SR.130/5/2009 
tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.02/2/2010 tentang Tata 
Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan 
Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk; 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/SR.130/2/2011 
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011; 

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 
634/MPP/Kep/9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan 
Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang 
Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk 
An-Organik; 

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang 
Pengawasan Formula Pupuk An-Organik; 

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang 
Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang 
Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 
2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa 
Timur Nomor 32 Tahun 2011; 

22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun 
Anggaran 2011.  

MEMUTUSKAN . . . . . 
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